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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : DPMPTSP.421.5/24/PTSP/XI/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI POLLO
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Menimbang

Mengingat g \g-Undang N 4

: ngkat | Bali, | ,Ténggara Barat
" Republik indonesia Tahun 1958 Nomor
"Indonesaaﬂom1649} i

Undang—Undang ‘Nomor 20 T.

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentmg, pembahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ‘Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),
' 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 'Tahun 2010 tqt_itang pengelolaan dan
' Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahuryé’ﬂ‘i() Nomor 23, Tambahan
. Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
" Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
‘Nemor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan ‘dan Penyslenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2(}10 Nomor 112 Tﬂmbahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemanntah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemaﬂﬂtah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Tambahan Lembaran. Negara ‘Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar
(LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang

Badan Akreditasi Sekolah;



] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungart Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Memperhatikan S Surat Permohonan Panitia. Pendiri SMK Negeri Pollo Nomor : O02/PP-
SMKN/POLLO/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang lzin Operasional Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pollo;

2 Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor : 824/4495/PK/2020 tanggal 30 November 2020.

KESATU tuan Pendidikan Sekolah Menengah
Desa Pollo Kecamatan Amanuban

Keahlian antara lain :

Lama
Pendidikan
3 Tahun

3 Tahun

3 Tahun

KEDUA lzm Operasmnal ini dlkelua?km ‘pedoman untuk dilakukar _proses penerimaan

Peseﬂa Didik Baru (PDB);

KETIGA 01 Desember 2020
: < diperpanjang;
KEEMPAT : ; erk _memenuhi 8 (delapan)
. Standar Nas&onal Pendidikan dan memenuhi barbagal ketentuan yang beriaku;

KELIMA ‘Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal'dmtapkan dengan imtentuan akan ditinjau kembali

apablla pada kemudian hari ternyata lerdapa kekel:ruan dalampenetapannya

Dltetapkan di: Kupang
NIP 196508081995031003

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia di Jakarta;
2. Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubemnur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;

10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
11. Koordinator Pengawas Dikemen Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe.



